
Scanned by TapScanner

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pemerintah
Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);

b. bahwa berdasarkan Surat Gubemur Jawa Barat Nomor:
2456jOT.03jOrg., Tanggal, 7 Mei 2021, Hal: Tanggapan atas
Permohonan Pembentukan UPT pada Pernerintah Oaerah
Kabupaten Kuningan, pembentukan UPTO Perlindungan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan
dapat dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor:
4913jOT.03jORG., Tanggal, 27 Agustus 20_1. Hal:
Persctujuan Perubahan Nornenklatur Unit Pclaksana Teknis
Daerah Kabupaten Kuningan, fungsi perlindungan
pcrempuan dan anak dialihkan terpusat ke CPTD
Perlinclungnn Perernpunn dan Anak, sehingga nomenklatur
UfYJ'f) Pcngcudalian Pcnduduk , Pcrnberdaynan Perernpuan.
dan Perlindungan Anak diubah menjadi PTO Pengendalian
Pcnduduk;

SUPATI KUNINGAN,

OENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA

Menimbang

PERUSAHAN ATASPERATURANBUPATI KUNINGAN
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEMSENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANATEKNIS OAERAHPADADINAS DANBADAN
01LlNGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENKUNINGAN
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUNINGANNOMOR 93 TAH N 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FU IGSI uxrr
PELAKSANATEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN OI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKUNINGAN.

MEMUTUSKAN:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pcmbcntukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Ojawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman dan Pembentukan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan lnstansi Pernerintah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
ten tang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 T'ahun
2019;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentanz
t:>Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Kuningan;

d. bahwa bcrdasarkan pcrtirnbangan sebagairnana dirnak sud
huruf 0, huruf b, dan huruf c, perlu mcnetapkan Pera uran
Bupati tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupa J Kunrngan
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pernbentukan, Tugas Don
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dmas Dan
Badan Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Kuningan;

Menetapkan

Mengingat
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b. UPTD pada Dinas Kesehatan:

1.. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A;

2. UPTD Farmasi, Kelas A;

3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kuningan,
Kelas A;

4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lamepayung,
Kelas A;

5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Windusengkahan, Kelas A;

6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya,
Kelas A;

7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kramatmulya,
Kelas A;

8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kadugede,

Kelas A;

9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Danna,
Kelas A;

10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selajambe,
Kelas A;

11.UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Subang.
Kelas A;

12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilebak,
Kelas A;

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dengan Nomenklatur, Tempat Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri.

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas dan Badan tertentu.

PasaJ 2

l. Kctcntuan ayat (2) huruf b dan huruf k Pasal 2 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bcbcrapa kctcntuan dalam Pcraturan Bupati Kuningan Nornor
93 Tahun 2019 tentang Pernbentukan, Tugas Dan Fungsi Unit
Pelaksana Tekn is Dae rah Pada Dinas Dan Badan Di
Lingkungan Pcrncr intah Kabupaten Kuningan diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal J
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KelasA;

24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pancalang,
KelasA;

25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mandirancan,
KelasA;

26. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jalaksana,
KelasA;

27. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat Japara, Kelas A;

28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Luragung,
KelasA;

29. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat Cirnahi. Kelas A;
30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ciawigebang,

Kelas A;

31. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat Cihaur. Kelas A:
32. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cipicung.

Kelas A;

33. UPTDPusat Kesehatan Masvarakat Ciniru, Kelas A-. ,
34. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hantara,

Kclas A;

35. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat iwaru. Kelas A:
36. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karangkancana.

Kclas A;

37. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat idahu. Kelas A:

18.UPTD
Kelas A;

19.UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum,
KelasA;

20. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cilimus,
KelasA;

21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Linggarjati,
KelasA;

22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigandamekar,
Kelas A;

23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasawahan,

Pusat Kesehatan Masyarakat Cibingbin,

13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maleber,
Kelas A;

14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mekarwangi,
Kelas A;

15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Manggari,
Kclas A;

16.UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Garawangi,
Kelas A;

17. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat Sindangagung,

Kelas A;
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f. UPTDpada Oinas Perikanan dan Petemakan:
1. UPTDBalai Benih Ikan, Kelas A;
2. UPTDPerikanan dan Peternakan Wilayah Kuriingan,

Kelas A;
3. UPTOPerikanan dan Peternakan Wilayah Kadugede,

Kelas A;
4. UPTDPerikanan dan Peternakan Wilayah Luragung,

Kelas A;
5. UPTOPerikanan dan Peternakan Wilayah

Ciawigebang, Kelas A;
6. UPTDPerikanan dan Petemakan Wilayah Cilimus,

Kelas A;
7. UPTOPusat Kesehatan Hewan Kuningan, Kelas A;
8. UnD Pusat Kesehatan Hewan Luragung, Kelas A;

9. UPTDPusat Kesehatan Hewan Ciawigebang, Kelas A;
10. UPTDPusat Kesehatan Hewan Cilimus, Kelas A;
11. UPTOPusat Kesehatan Hewan Subang, Kelas A;
12. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Cibingbin,

Kelas A; dan

13. UPTDRumah Potong Hewan (RPH), Kelas A.

e. UPTDpada Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1. UPTOBalai Latihan Kerja, Kelas A.

d. UPTpada Satuan Polisi Pamong Praja:
1. UPTPemadam Kebakaran, Kelas A.

c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(PUTR):
1. UPTDLaboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;

2. UPTDPerala tan dan Perbengkelan, Kelas A;
3. UPTDPUTRWilayah Subang, Kelas A;
4. UPTDPUTRWilayah Kadugede, Kelas A;
5. UPTDPUTRWilayah Kuningan, Kelas A;
6. UPTDPUTRWilayah Garawangi, Kelas A;
7. UPTDPUTRWilayah Cilimus, Kelas A;
8. UPTDPUTRWilayah Mandirancan, Kelas A;
9. UPTDPUTRWilayah Ciawigebang, Kelas A; dan
10. UPTDPUTRWilayah Cibeureum, Kelas A.

38. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakal Kalimanggis,
Kelas A; dan

39. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusaherang,
Kelas A.
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10. UPTDPengendalian Penduduk Cibingbin, Kelas A;
11. UPTD Pengendalian Penduduk Lebakwangi,

Kelas A;

12. UPTDPengendalian Penduduk Cigugur. Kelas B:
13. UPTDPengendalian Penduduk Jalaksana, Kelas A;
14. UPTDPengendalian Penduduk Ciwaru, Kelas B;
15. UPTDPengendalian Penduduk Cidahu, Kelas A;
16. UPTDPengendalian Penduduk Darrna, Kelas A;
17. UPTDPengendalian Penduduk Ciniru. Kelas B: dan
18. UPTDPerlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.

k. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Bercncana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak:
1. UPTOPengendalian Penduduk Kuningan, Kelas A;
2. UPTOPengendalian Penduduk Kadugede, Kelas A;
3. UPTDPengendalian Penduduk Subang, Kelas B;
4. UPTOPengendalian Penduduk Cilimus, Kelas A;
5. UPTOPengendalian Penduduk Mandirancan, Kelas A;
6. UPTD Pengendalian Penduduk Garawangi,

Kelas A;
7. UPTDPengendalian Penduduk Luragung, Kelas A;
8. UPTD Pengendalian Penduduk Ciawigebang,

Kelas A;
9. UPTD Pengendalian Penduduk Kramatmulya, Kelas

B;

1. UPTOpada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan Perindustrian:
1. UPTOMetrologi Legal, Kelas B.

J. UPTO pada Oinas Pernuda, Olah Raga dan
Pariwisata:
1. UPTDPemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Kelas A.

h. UPTOpada Oinas Perhubungan:
1. UPTOTerminal, KeJas A; dan
2. UPTOPengujian Keridaraan Berrnotor, Kelas A.

g. UPTO pada Dinas Lingkungan Hidup:
1. UPTO Pengelolaa n Sampah , Kela s A; dan
2. UPTOKebun Raya Kuningan, Kelas B.
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m. UPTO pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Oaya Manusia:
1. UPTD Pcngclola Fasilitas Pengembangan SDM,

Kelas A.

Mandirancan, Kelas A;
11 . UPTOKetahanan Pangan dan Pertanian Jalaksana,

Kelas A;
12. UPTOKetahanan Pangan dan Pertanian Garawangi,

Kelas A;
13. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian

Lebakwangi, Kelas A;
14. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian

Ciawigebang, Kelas A;
15. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Cidahu,

Kelas A;

16. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Subang,
Kelas A;

17. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian Luragung,
Kelas A;

18. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciwaru,
Kelas A;

19. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Cibingbin,
Kelas A; dan

20. UfYI'DKetahanan Pangan dan Pertanian Cipicung,
Kelas A.

Ketahanan PertaniandanPangan10. UPTO

5. UJYfOKetahanan Pangan dan Pertanian Kuningan,
Kelas A;

6. UPTOKetahanan Pangan dan Pertanian Kadugede,
Kelas A;

7. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Darma,
Kelas A;

8. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Ciniru,
Kelas A;

9. UPTO Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilimus,
Kelas A;

I. UJYfDpada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:
1. UfYfOBalai Benih Padi dan Palawija, Kelas A;
2. UPTO Balai Benih HortikuJtura dan Kebun Bibit

Permanen, Kelas A;

3. UPTOBrigade Proteksi Tanaman , Kelas A;
4. UPTOBrigade Alat Mesin Pertanian, Kelas B;
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n. Koorclinntor Wilnynh Kccnmuum Hi i.m~ Pt'ndl hh~m
I":UIlIIlgiln:

b. "1l\1 n Ii11uIlll \\Ill \\ .ih Kr-c.un.u.u. HI i,\I\g Pcudidrk.m
l'il\\\'igdlHng:

(8) Koordinruor Wiluynh Kccamntan Bidang, F'cndidikan
scbnguimunn dimuksud padn nyn: (1). te rdiri d.tri:

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Kerja yang
bertugas melakukan koordinasi layanan adrnirii stra.si
pada satuan pcndidikan di wilayah kerjanya yang
berbentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan yang merupakan unit kerja non
struktural.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai
dengan kebutuhan.

(3) Ruang lingkup tugas tambahan yang dilaksanakan
oleh Koordinator Wilayah Kecamatan adalah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
Masyarakat (Dikmas), dan Sekolah Dasar (SD).

(4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional. atau
dari Pegawai ASN lainnya yang berpengalaman di
bidang pendidikan dengan pangkat minimal lll.c.

(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan. secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

(6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koorclinaror
Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat
menggunakan sarana dan prasarana scrta Pegawai
ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan
Kccamatan.

(7) Penyesuaian perigisian jabatan Perignwas Sekolah
atau dari Pcgnwai A~N lain nva scbagairnnna
dimnk sud pndn avnt (4) scbagai Koord inator \\,ilayah
Kccnrnntnn Bidung Pe ud id iku n , d ilnk sn n akn n scsuui
dcngnu k ct cn t unn perut urun pc ru nd ang u ndn ugrui.

Pasal3

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Wilayah Kerja UPTD sebagaimana climaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
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(1) UPTD mcmpunvai tugns mclnksanakan scbagian tugas
Dinns / Badan secara tcknis operasional dan/ at au teknis
pcnunjang scsuai dcngnn lingkup ruga 11\";1.

Pasa16

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah schingga berbunvi sebagai
berikut:

(9) Wilayah kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tercantum dalam larnpiran II Peraruran Bupati ini.

Uraian tugas Koordinator Wilavah Kecamatan Bidanz• b

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat [S]
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.

(10)

c. Koordinator Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan
Cibeureum;

d. Koordinator Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan
Cidahu;

e. Koordinator Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan
Cilimus;

f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Jalaksana;

g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Subang;

h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Ciniru;

l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Ciwaru;

J. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Oarma;

k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Garawangi;

1. Koordinator Wilayah Kecarnatan Bidang Pendidikan
Japara;

m. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Kadugede;

n. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Lebakwangi;

o. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Luragung; dan

p. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Mandirancan.
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Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas untuk rnasing­
masing UPTO sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
sampai dengan lampiran XV Peraturan Bupati ini, terdiri
dari:

a. Lampiran IV tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTOpada Dinas Kesehatan;

b. Lampiran V ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTDdi Lingkungan Oinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang;

c. Lampiran VI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTdi Lingkungan Saruan Polisi Pamong Praja;

d. Lampiran VII ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTO di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

e. Lampiran VIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTO di Lingkungan Oinas Perikanan dan
Peternakan;

f. Lampiran lX ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTOdi Lingkungan Oinas Lingkungan Hidup;

g. Lampiran X tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTOdi Lingkungan Oinas Perhubungan;

h. Lampiran XI tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTO di Lingkungan Oinas Pernuda, Olah Raga
dan Pariwisata;

1. Lampiran XII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTO di Lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; ~

J. Lampiran XIII tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas UPTO di Lingkungan Oinas Ketahanan Pangan
dan Pcrtanian;

k. Lampiran XlV ten tang Tugas Pokok. Fungsi dan Uraian
Tugas UPTOdi Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian: dan

1. Lampiran XV tentang Tugas Pokok. Fungsi dan Uraian
Tugas UPTD di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3)

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), UPTO mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

b. Pelaksanaan pelayanan umum.
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di Kuningan
W~m::::~ Februari 2022

17

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggaJ1':' Februari 2022

B m!\.'UNlJ'lGAN,
jl'v~r:( ...
AC

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya
dalam Berita DaerahKabupatenKuningan.

Pasal II
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Mcknrwangi, Langseb.
i\\nllC,\g.1r. Leb.ikwangi.
Ciu.uzara. "ll1t'umtcuv.
_ ipl't ir.

Kecarnatan Maleber

Kecarnatan Cilebak

Kecamatan Subang

Kecamatan Selajambe

Kecamatan Danna

Kecamatan Kadugede

Kecamatan Kramatmulya

Kecamatan Cigugur

I
Kuningan, Purwawinangun,
Awirarangan.

Windusengkahan,
Winduhaji, Karangtawang,
Cibinuang, Citangtu.

Kasruri, Cirendang, Padarek,
Cigintung, Kedungarurn,
Ancaran, Ciporang, Cijoho.

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan

I~

1'l. UIYfD Pusat Kcschatan Masynrakat
Meknrwangi:

13. UPTD Pusal Kcsehatan Masyarakat
Mnlcber;

12.UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Cilebak;

11. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Subang;

10. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
SeJajarnbe;

8. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Kadugede;

9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Darrna;

6. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Sukamulya;

7. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Kramatrnulya;

5. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Windusengkahan;

4. UPTOPusat Kesehatan Masyarakat
Larnepayung;

3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Kuningan;

1. Dinas Kesehatan :
I. UPTO Laboratoriurn Kesehatan

Oaerah;
2. UPTO Farmasi;

WILAYAH KERJAUPTONO.

WILAYAH KERJA UPTOPAOAOINASDAN BADAN
01 LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENKUNINGAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNJNGAN
NOMOR : 17 ..' .J.ll.f.1 2( _
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNf~GAN

NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEY1BE~TUKA~,
TUGAS DAN FU~GSI U:"JIT PELAKSA.~A TEKl·IS
DAERAH PADA DINAS DAN BADA]\: Of LI],;GKC~GAN
PEMERINTAH KABUPATENKUNINGA.N.



Scanned by TapScanner

Ds. Ciawilor. Ciawigebang.
Pangkalan. Du kuhda lern ,
Cijagarnulva, Knpaudayan,
Ciornas, Kadurnma. Ciputat,
Sidaraja. Gcrcsik,
Pajawonlor. Lebaksiuh,
Kcrarnatruulva.

Kecamatan Cimahi

Kecamatan Luragung

Kecamatan Japara

Kecamatan Jalaksana

Kecamatan Mandirancan

Kecamatan Pancalang

Kecamatan Pasawahan

Kecamatan Cigandamekar

Cibeureum, Setianegara,
Linggaindah, Linggamekar,
Linggajati, Linggasana.

Sampora, Caracas, Kaliaren,
Bojong, Cilimus,
Bandorasawetan,
Bandorasakulon.

Kecamatan Cibeureum

Kecamatan Cibingbin

Kecamatan Sindangagung

Kecamatan Garawangi

Manggari, Pagundan,
Pasayangan, Sindang,
Pajawankidul, Bendungan.

30. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Ciawigebang;

29. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Cimahi;

28. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Luragung;

27. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Japara;

26. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Jalaksana;

25. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Mandirancan;

24. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Pancalang;

23. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasawahan;

22. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Cigandamekar;

21. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Linggarjati;

20. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Cilimus:

19. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Cibeureum;

18. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Cibingbin;

17. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Sindangagung;

16. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Garawangi;

15. UPTO Pusat Kesehatan Masyarakat
Manggari:
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Kccarnatan Cilirrrus.
Cigandarnekar. .Jalaksana,
Japan".

Kecamatan Garawangi,
Malcbcr , Luragung,
Lebakwangi.

Kecamatan Kuningan,
Sindangagung,
Kramatmulya, Cipicung.
Cigugur.

Kecamatan Kadugede,
Darrna, Ciniru, Nusaherang,
Hantara.

Kecamatan Cilebak, Subang,
Selajambe.

Kabupaten Kuningan

7. UPTD PUTRWilayah Cilimus;

6. UPTDPUTRWilayah Garawangi;

5. UPTDPUTRWilayah Kuningan;

4. UPTDPUTRWilayah Kadugede;

3. UPTDPUTRWilayah Subang;

2. UPTDPerala tan dan Perbengkelan;

Konstruksi;
Bahan Kabupaten KuninganLaboratoriurn1. UPTD

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(PUTR):

Kecamatan Nusaherang

Kecamatan Kalimanggis

Kecamatan Cidahu

Kecamatan Karangkancana

Kecamatan Ciwaru

Kecamatan Hantara

Kecamatan Ciniru

Kecamatan Cipicung

Os. Sukadana, Cihirup,
Padarama, Sukaraja,
Mekarjaya, Cigarukgak,
Cihaur, Karangkamulyan,
Pamijahan.

39. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Nusaherang.

38. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Kalimanggis;

37. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Cidahu;

36. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Karangkancana;

35. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Ciwaru;

34. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Hantara;

33. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Ciniru;

32. UPTDPusat Kesehatan Masyarakat
Cipicung;

31. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Cihaur:
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Kesehatan Hewan Kecarnatan Luragung.
irnnhi, Malcbcr,

Leba kw.iugi.

8. UPTD Pusat
Luragung;

5. UPTD Perikanan dan Petemakan
Wilayah Ciawigebang;

Kecama tan Luragung,
Ciwaru, Cibingbin,
Cibeureurn, Cirnahi,
Karangkancana.

4. UPTD Perikanan dan Petemakan
Wilayah Luragung;

Kecamatan Kadugede,
Selajarnbe, Subang, Cilebak,
Darrna, Nusaherang.

3. UPTD Perikanan dan Petemakan
Wilayah Kadugede;

Kecarnatan Ciawigebang,
Cidahu, Kalirnanggis.
Cipicung. Lebakwangi,
Garawarigi, Maleber.

6. UPTD Perikanan dan Peternakan Kecarnaran Cilirnus.
Wilayah Cilimus. Mandirancan. Pancalang.

Pasa wahan. ,1alaksaria,
I .Iapara, Cigandarnckar

~--~------------------~~--------------~ -- ----~7. UPTD Pusat Kcschatan Hcwan Kecarnatan Kuningan,
Kuningan; igugur , Kadugede.I Nusaherang. iruru.

Hant arn.

Kecarnatan Kuningan,
Cigugur, Ciniru, Hantara,
Kramatrnulya,
Sindangagung.

2. UPTD Perikanan dan Peternakan
Wilayah Kuningan;

Kabupaten Kuningan
5. Dinas Perikanan dan Peternakan:

1. UPTD Balai Benih Ikan;

Kabupaten Kuningan
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. UPTD Balai Latihan Kerja.

Kabupaten Kuningan
3. Satuan Polisi Pamong Praja :

1. UPT Pemadam Kebakaran.

Kecamatan Cibeureurn,
Cibingbin, Karangkancana,
Ciwaru.

10. UPTD PUTR Wilayah Cibeureum.

9. UPTD PUTR Wilayah Ciawigebang; Kecamatan Ciawigebang,
Kalirnanggis, Cidahu,
Cimahi.

8. UPTD PUTR Wilayah Mandirancan; Kecamatan Mandirancan,
Pasawahan, Panca1ang.

I
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Penduduk Kecarnatan Mandiran an.
Pancala ng. Pasawahan.

5. UITD Pengendnlian
Mnndirancnn:

Penduduk Ke arnatan Cilimus,
Cigandarnekar.

4. UPTD Pengendalian
Cilimus;

Penduduk Kecarnatan Subang.
Selajambe, Cilebak.

Kecamatan Kadugede.
Nusaherang.

Kecamatan Kuningan

3. UPTD Pengendalian
Subang;

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Bereneana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak :
1. UPTO Pengendalian Penduduk

Kuningan;
2. UPTD Pengendalian Penduduk

Kadugede;

10

Kabupaten Kuningan

danDinas Pemuda, Olab Raga
Pariwisata:
1. UPTD Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata.

9.

Kabupaten Kuningan

dan
dan

Dinas Koperasi, Usaha Keen
Menengah, Perdagangan
Perindustrian :
1. UPTDMetrologi Legal.

8.

7. Dinas Perhubungan :
1. UPTDTerminal; Kabupaten Kuningan
2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan
Kabupaten Kuningan

6. Dinas Lingkungan Hidup :
1. UPTO Pengelolaan Sampah;
2. UPTO Kebun Raya Kuningan.

Kabupaten Kuningan13.UPTORumah Potong Hewan (RPH).

Hewan Kecamatan Cibingbin,
Cibeureum, Ciwaru,
Karangkancana.

12. UPTD Pusat Kesehatan
Cibingbin;

Hewan Kecamatan Subang, Cilebak,
Selajambe, Darma.

11.UPTO Pusat Kesehatan
Subang;

10. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Cilimus,
Cilimus; Jalaksana, .Japara,

Krarnatmulya, Pancalang,
Mandirancan, Pasawahan.

Hewan Kecamatan Ciawigebang,
Cipicung, Kalimanggis,
Cidahu, Sindangagung,
Garawangi.

9. UPTD Pusat Kesehatan
Ciawigebang;
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6. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Garawangi, -
Garawangi; Sindangagung.

7. UPTO Pengendalian Penduduk Kecamatan Luragung,
Luragung; Cimahi.

8. UPTO Pengendalian Penduduk Kccamatan Ciawigebang,
Cia wigebang; Cipicung.

9. UPTO Pcngendalian Penduduk Kecamatan Kramatmulya
Kramatmulya;

10. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Cibingbin,
Cibingbin; Cibeureum.

11. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Lebakwangi,
Lebakwangi; Maleber.

12. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Cigugur
Cigugur;

13. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Jalaksana,
Jalaksana; Japara.

14. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Ciwaru,
Ciwaru; Karangkancana.

15. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Cidahu,
Cidahu; Kalimanggis.

16. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Danna
Darma;

17. UPTD Pengendalian Penduduk Kecamatan Ciniru, Hantara.
Ciniru;

18. UPTD Perlindungan Perempuan dan Kabupaten Kuningan
Anak.

1l. Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian:

1. UPTOBalai Benih Padi dan Palawija; Kabupaten Kuningan

2. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Kabupaten Kuningan
Kebun Bibit Permanen;

3. UPTDBrigade Proteksi Tanaman; Kabupaten Kuningan

4. UPTOBrigade Alat Mesin Pertanian; Kabupaten Kuningan

5. UPTO Ketahanan Pangan dan Kecarnatan Kuningan,
Pertanian Kuningan; Cigugur.

6. UPTD Kctahanan Pangan dan Kecarnatan Kadugcde,
Pertanian Kadugede; Nusaherang.
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7. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Danna, I
Pertanian Danna; SeJajambe.

8. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Ciniru, Hantara.
Pertanian Ciniru;

9. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Cilimus,
Pertanian Cilimus; Cigandamekar.

10. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Mandiran can,
Pertanian Mandirancan; Pancalang, Pasawahan.

11. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Jalaksana,
Pertanian Jalaksana; Kramatmulya.

12. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Garawangi,
Pertanian Garawangi; Sindangagung.

13. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Lebakwangi,
Pertanian Lebakwangi; Maleber.

14. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Ciawigebang.
Pertanian Ciawigebang;

15. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Cidahu,
Pertanian Cidahu; Kalimanggis.

16. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Subang, Cilebak.
Pertanian Subang;

17. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Luragung,
Pertanian Luragung; Cimahi.

18. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Ciwaru,
Pertanian Ciwaru; Karangkancana.

19. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Cibingbin,
Pertanian Cibingbin; Cibeureum.

20. UPTD Ketahanan Pangan dan Kecamatan Cipicung
Pertanian Cipicung. Japara.

12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia :

1. UPTD Pengeiola Fasilitas Kabupaten Kuningan
Pengembangan SDM. I
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2), UPTD
Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
b. Merumuskan dan menetapkan operasional teknis pada UPTD Pengendalian

Penduduk sesuai dengan kewenangannya;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, melaporkan data keluarga dan

informasi kependudukan hasil pendataan keluarga;
d. Melakukan upaya pengcndalian penduduk dan pengaturan kelahiran

melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Keluarga Berencana:
e. Melakukan Program Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, Sekolah Siaga
Kependudukan dan Pcnurunan Stunting;

f. Melakukan pengumpulan, pcngolahan, cvaluasi, analisis, penelitian,
pengem bangan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media
tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan
menjalin kemitraan melalui hubungan kerja sarna antar lembaga eli
wilayahnya;

g. Melakukan advokasi, konsultasi dan Komunikasi lnformasi dan Edukasi
(KIE) urituk merida pat kan dukungan dan bantuan dari mitra kerja atau
organisasi masyurakat dalarn program pcngcndalian penduduk dan
Keluarga Berencana;

h. Menyusun inforrnasi pcrkcrubangan parameter dan visualisasi
kependudukan di tingkat kecarnatan:

(2) Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1),
UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk;
b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sebagian kebijakan teknis di bidang

Pengendalian Penduduk; dan
c. Pelaksanaan pemberian pelayanan umum di bidang Pengendalian

Penduduk.

(1) UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk di
wilayah kerjanya.

A. UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK

TUGAS POKOK, FUNGSI DANURAIANTUGAS
UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH (UPTD) Dr LINGKUNGAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGABERENCANA,
PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

LAMPlRAN XII : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 17 _AI L_' ~022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATJ KUNTNGA.\l

NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PE~BENTUKA.\l,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKJ>.;IS
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN OJ LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATENKUNINGAN.
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2),
Sub Bagian Tala Usaha UPTD Pcngendalian Penduduk mernpunyai
uraian tugas:
a. Mcmbantu Kepala UPTDdatum mcnyusun rcncaua dan program kerja

UPTD;
b. Mcngclolu clan rnclnynui administ rnsi kctntuusnhnan, kcursipan pada

UPTD Pcngcndnliun Pcnduduk;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a angka
(1), Sub Bagian Tata Usaha UPTO Pengendalian Penduduk mernpunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD:
b. Pemberian pelayanan tcknis kelatausahaan di lingkungan UPTD;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan

pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;dan
d. Penyusunan bah an laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

kcgiatan UPTD.

A.I. Sub Bagian Tata Usaha UPTDPengendalian Penduduk

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengendalian Penduduk dibantu oleh
Sub Bagian Tata Usaha.

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas
pokok melaksanakan administrasi ketalausahaan, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.

1. Melakukan pencarian dan pernbimbingan, konseling akseptor KB baru dan
mengoordinasikan pelayanan ulang dan penanganan efek sam ping,
komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian alokon;

J. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, menjamin keamanan,
keterjangkauan serta ketersediaan tentang hal ihwal alat dan obat
konlrascpsi (alokon);

k. Melakukan pengembangan Kampung KB sebagai pusat data dan kegiatan
Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
(BANGGAKENCANA);

1. Mengimplemenlasikan, me1cmbagakan dan membudayakan delapan
Fungsi Keluarga kepada masyarakat;

m. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Penyuluh KB, institusi
masyarakat dan kader kelompok kegiatan (poktan);

n. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum
sesuai dcngan kewenangannya;

o. Melakukan penilaian prestasi kerja para pelaksana dan mernberikan
rekomendasi penilaian prestasi kerja bagi penyuluh KB dan melakukan
pengawasan melekat di lingkungan UPTD;

p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas dalam
pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

q. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala
Dinas;

r. Melaksanakan tugas lainnya yang dibcrikan oleh Kepala Dinas; dan
s. Untuk UPTD Pengendalian Penduduk dengan Kelas B yang tidak terdapat

Kasubbag TU, tugas fungsi Kasubbag TU dilaksanakanfmelekat dengan
tupoksi Kepala UPTD.
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(1) VPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, pembinaan, pengendalian, dan menyelenggarakan
kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu
bidang perlind ungan perempuan dan anak, meliputi penerimaan
pengaduan dan tindak lanjut kasus.

(2) Dalam menyeIcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka
(1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan terkait perlindungan

perempuan dan anak;
b. Penyelenggaraan teknis perlindungan perernpuan dan anak;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTO PPA; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (2),UPTO
Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas:
a. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PPA;
b. Menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTDPPA;
c. Menyelenggarakan kegiatan teknis UPTDPPA;
d. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;
e. Menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut laporan hasi) pemeriksaan

lingkup VPTD PPA;
f. Menyclenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemcriksaan lingkup

UP'TO PPA;
g. Menyclcnggarakan penyarnpaian bahan saran pertimbangan

mengcnai UPTDPPA;
h. Menyelcnggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD PPA; dan
i. Menyclcnggarakan tugas lain sesuai dcngan tugas pokok dan Iungsinya.

B. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

c. Mcmbcrikan pclayanan tcknis administratif pada UPTD;
d. Menyusun dan menyiapkan anggaran rutin UPTD;
e. Mcnyclcnggarakan pcngcloJaan administrasi kcuangan, peraJatan dan

perbekalan di Jingkungan UPTD;
f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat­

sural/ naskah-riaskah dinas;
g. Menyelenggarakan pengetikan dan penggandaan surat /naskah-

naskah dinas;
h. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip UPTD;
1. Menyelcnggarakan pengurusan rumah tangga dan perjaJanan dinas;
J. Melakukan pemeliharaan gedung, ruangan, peraJatan, pekarangan,

ketertiban dan kebersihan kantor serta keamanan kantor UPTD;
k. Merencanakan kepcrluan alat-alat tulis kantor dan menyiapkan

kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas yang diselenggarakan
olch UPTD;

1. Menyelenggarakan penyiapan sarana pelayanan KB;
m. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan kegiatan UPTD;dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh KepaJa

UPTDsesuai bidang tugasnya.
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(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempuriyai tugas melaksanakan
scbagian tugas teknis UPTD sesuai ctengan keahtian dan
kebutuhan;

(2) Kclorn pok Jabatan Pungsional tcrdiri dari sejurulah tennga
Iurig siorial yr:mg ditctapkan berdasarkan keten tuari perar u run

pcrundnng undnngnn:
(3) Kc lorn pok .Jubutun Fungsionnl dipimpin olch rcnna..\ fungslonal

ynng dit unj uk:

B.2. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, menyusun dan menghimpun bahan
kebijakan teknis ketatausahaan; dan

b. Pelaksanaan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan Sub
Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Tata Usaha UPfD Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
operasional perlindungan perempuan dan anak;

b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis
operasional UPTD;

c. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
d. Melaksanakan pengelolaan kehumasan UPTD;
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

UPTD;
f. Melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;
g. Melaksanakan pengelolaan urnurn dan perlengkapan UITD;
h. Melaksanakan pengelolaan tat a naskah dinas dan kearsipan

lingkup UPTD;
1. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan lingkup Sub 8agian Tata Usaha;
J. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan

mengenai ketatausahaan UPTD sebagai bahan perumusan
kebijakan;

k. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan;

1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha
UPTD;dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B.l. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koord.ina.si,
pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek
kcpcgawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan,
serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
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(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
beban kerja;

(6) Rincian tugas Kelornpok Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional
diselenggarakan oleh Sekretaris Badan, meliputi penilaian dan
penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala,
serta pendidikan dan pelatihan; dan

(8) Pembinaan teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional,
diselenggarakan oleh Kepala UPTD, meliputi rencana penugasan
dan pengukuran kerja.
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